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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan penggunaan media sosial (Social media used) 
terhadap kepercayaan (trust) dan partisipasi politik (political participation) pada pemilih pemula. 
Luaran dari penelitian ini adalah sebuah model yang mengasosiasikan variabel-variabel 
penggunaan media sosial, kepercayaan dan partisipasi politik pada pemilih pemula. Hipotesis 
penelitian ini adalah bahwa model yang diajukan mendapat dukungan data empirik dari 
lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan metode survei. Jumlah responden penelitian sebanyak 
150 mahasiswa yang berdomisili di Yogyakarta. Alat pengumpul data yang digunakan dalam 
penelitian ini : skala penggunaan media sosial, skala kepercayaan, dan skala partisipasi politik. 
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan tehnik analisis model persamaan 
struktural (Structural Equation Model - SEM). Hasil analisis menunjukkan bahwa hipotesis 
terbukti.  
Kata kunci: Media sosial, trust, partisipasi politik  

 

Pendahuluan 

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat 
guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilihan umum 
secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh 
penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas 
(www. kpu.go.id) 

Partisipasi politik diakui sebagai elemen inti dari demokrasi, sehingga menjadikan 

partisipasi sebagai sesuatu yang penting dan sentral dalam kehidupan berpolitik. Partisipasi 

politik berkaitan dengan kekebasan warga dalam menggunakan hak politiknya. Wujud partisipasi 

politik tidaklah tunggal tetapi beragam mulai dari protes, a-politik, golongan putih (golput), 

memilih (voting), dan beragam bentuk lainnya (www.kpud-tasikmalayakab.go.id) 

Beberapa persoalan terkait dengan partisipasi dalam pemilu diantaranya adalah fluktuasi 

kehadiran pemilih ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Berdasarkan data KPU Pusat, 

partisipasi masyarakat dalam pemilu Pilpres 2014 sebesar 69,58 persen, menurun dibandingkan 

Pilpres 2009 dengan tingkat partisipasi sebesar 71,17 persen.  Sementara pada pemilu legislatif 

2014 partisipasi 75,11 persen, dan pemilu legislatif 2009 sebesar 71% (www.kpu.go.id). 

Remaja dan Partisipasi Politik 

Saat ini, remaja lebih banyak menghabiskan waktu untuk online dibanding tahun-tahun 

sebelumnya. Hal ini bukanlah hal yang mengejutkan, khususnya diantara remaja, internet telah 

menjadi tempat untuk mengekspresikan pandangan politik (opinion politik), untuk mendapatkan 

informasi mengenai isu-isu politik dan secara umum untuk menyampaikan dan mempengaruhi 

isu-isu publik. Sebagai contoh Smith (Kim et al., 2016) melaporkan bahwa pada tahun 2012, 2/3 

remaja di Amerika usia 18-24 tahun bergabung di dalam beberapa jaringan sosial terkait dengan 

aktivitas politik, sementara hanya 13% dari jumlah warga yang berusia lebih dari 65 tahun yang 

bergabung dalam aktivitas ini.  

Perbandingan jumlah remaja yang bergabung dalam aktivitas politik online sangat 

berbeda dibanding ada tahun 2008, dimana kurang dari 2/3-nya. Sehingga remaja menunjukkan 
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lebih aktif dalam aktivitas politik secara online dari pada orang tua, dan saat ini lebih aktif 

dibandingkan tahun sebelumnya (Kim et al., 2016). 

Peningkatan popularitas riset terhadap remaja dalam partisipasi politik pada saat ini 

didasarkan pada 2 fenomena, yaitu : orang-orang muda mendapatkan sedikit dan sedikit 

berkaitan dengan urusan politik dan mereka adalah pengguna internet aktif dibandingkan 

kelompok usia yang lain. Hal ini telah menciptakan harapan bahwa partisipasi politik online 

memainkan peran penting dalam peningkatan partisipasi diantara orang-orang muda. 

Partisipasi politik 

Secara konvensional partisipasi politik adalah partisipasi warga negara dalam aktivitas-

aktivitas yang dapat mempengaruhi struktur pemerintah, pemilihan wakil, dan kebijakan (Putnam, 

1995). Sedangkan partisipasi politik online didefinisikan dengan cara yang sama seperti 

partisipasi konvensional namun aktivitas-aktivitasnya dilakukan dalam konteks online (Verba, 

dkk, 1995).  

Pengertian lain yang juga sering dikutip adalah partisipasi sebagai tindakan warga di 

mana mereka berusaha mempengaruhi atau mendukung pemerintahan dan politik atau semua 

kegiatan warga secara sukarela untuk mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak 

langsung pilihan politik pada berbagai tingkat pada sistem politik  (Milbrath & Goel, 1977). 

Bentuk-bentuk partisipasi politik 

Partisipasi politik berkaitan dengan kekebasan warga dalam menggunakan hak 

politiknya. Wujud partisipasi politik tidaklah tunggal tetapi beragam mulai dari protes, a-politik, 

golongan putih (golput), memilih (voting), dan beragam bentuk lainnya. 

Huntington & Nelson (1990) membagi bentuk-bentuk partisipasi politik menjadi: kegiatan 

pemilihan, lobi, kegiatan organisasi, membangun jaringan dan tindakan kekerasan. Sedangkan 

Magstadt (2012) menyebutkan bentuk-bentuk partisipasi politik dapat meliputi: (1) Opini publik; 

(2) Polling; (3) Pemilihan umum; dan (4) Demokrasi langsung.  

Verba, dkk lebih menekankan bahwa partisipasi politik ditunjukan hanya untuk 

mempengaruhi sistem politik, seperti voting, kampanye, berhubungan dengan pejabat 

pemerintah, menghadiri pertemuan politik, protes dan aktivitas politik. Hal tersebut lebih 

ditekankan dalam konteks aktivitas dari pada menjadi perhatian pada politik (Cohen, et al, 2001). 

Secara konvensional, partisipasi politik merujuk pada partisipasi warga negara dalam aktivitas 

yang dapat mempengaruhi struktur pemerintahan, pemilihan wakil rakyat (official) dan kebijakan 

(Putnam, 1995).  

Teorell et al. (2007) menyarankan bahwa studi partisipasi elektoral perlu diperluas 

dimensinya menjadi lima dimensi, yaitu: 1) partisipasi pemilu itu sendiri, 2) partisipasi konsumen 

yang meliputi antara lain kegiatan menyumbang uang untuk amal, memboikot dan konsumsi 

politik, serta penandatanganan petisi, 3) kegiatan, seperti menjadi anggota partai, aktif dalam 

pekerjaan sukarela untuk/atau menyumbangkan uang kepada partai politik, 4) protes yang 

meliputi tindakan seperti pengambilan bagian dalam demonstrasi, pemogokan dan kegiatan 

protes lainnya, dan 5) aktivitas kontak seperti menghubungi organisasi, politisi atau PNS. 

Welch (1977) menyatakan bahwa partisipasi politik dapat diungkap melalui 2 bentuk 

partisipasi, yaitu : 1) voting dan kampanye yaitu kegiatan aktif seperti voting, mempengaruhi 

orang lain, menulis surat pada politisi, menyumbang dana, pertemuan politik, anggota klub politik 

dan 2) aktivitas yang bersifat pasif (menonton) perasaan tertarik, membaca koran, mendengar 

radio, menonton tv, dan membaca majalah. 

Faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik 

 1. Jenis Kelamin 

Menurut Welch (1977) salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi politik adalah 

perbedaan jenis kelamin yang dimoderatori oleh perbedaan aspek-aspek struktural dan 

situasional. Aspek struktural meliputi usia, tingkat pendidikan, pendapatan (income) dan wilayah, 

sedangkan aspek situasional meliputi status perkawinan, jumlah anak kecil dan bekerja di luar 

kota. 

2. Status Sosial 
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Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa status sosial sebagai prediktor yang 

konsisten terhadap partisipasi politik. Individu dengan status sosial yang tinggi akan lebih 

mungkin melakukan dalam aktivitas politik dibandingkan yang berstatus rendah (Milbrath & Goel, 

1977). Aktivitas yang tinggi terkait dengan tuntutan yang bersifat individual, seseorang yang 

memiliki status sosial yang tinggi akan merasa bertanggung jawab terhadap tuntutan tersebut 

sehingga ia akan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung aktivitas tersebut. 

Verba & Nie ( dalam Huckfeldt,1979) menjelaskan kaitan antara status sosial yang tinggi 

dengan tingkat partisipasi politik : 1) lingkungan sosial memberi dorongan kepada indvidu untuk 

berpartisipasi, 2) sumber daya dan ketrampilan individu seperti waktu, uang dan pengetahuan, 

dan 3) karakteristik psikologis, seperti kesadaran dan efikasi politik. Dorongan dari lingkungan 

sosial adalah faktor yang bersifat eksternal, dimana melalui norma-norma sosial yang ada dapat 

mendorong individu untuk ikut berpartisipasi sebagai bagian dari sebuah tanggung jawab sosial, 

sedangkan sumber daya dan karakteristik psikologis lebih bersifat internal. 

3. Kepercayaan, keyakinan, investasi, dan alternatif 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik dapat dijelaskan berdasarkan 

pendekatan teori pertukaran (exchange), yaitu meliputi faktor – faktor : kepercayaan (trust), 

keyakinan (efficacy), investasi, dan alternatif (Farrell & Petersen, 1982). Seseorang yang telah 

banyak memberikan investasinya kepada sebuah organisasi yang berupa investasi ketrampilan 

dan pengetahuan akan cenderung lebih merasa bergantung pada organisasi dan mengikuti 

aktivitas-aktivitas yang legitimate, sedangkan mereka yang rendah investasinya cenderung tidak 

akan merasa kehilangan, apabila harus menanggung resiko setelah mengikuti kegiatan politik 

yang tidak sah (illegitimate). 

Ketersediaan alternatif juga akan mempengaruhi bentuk perilaku politik, seorang 

anggota yang tidak puas dengan organisasinya, namun tidak memiliki pilihan lain untuk keluar 

atau pindah ke tempat lain, maka cenderung akan memilih cara protes yang mengarah internal. 

Kepercayaan (trust) yang tinggi terhadap organisasi akan cenderung meningkatkan aktivitas 

organisasi karena mereka percaya bahwa apa yang akan dilakukan terkait dengan hasil yang 

diharapkan. Efikasi (efficacy) adalah persepsi untuk mampu mempengaruhi, seseorang yang 

merasa yakin bahwa aktivitas-aktivitas politiknya akan memberikan keuntungan baginya, maka 

cenderung akan lebih tinggi keterlibatannya dalam berbagai kegiatan organisasi.  

Hasil studi yang dilakukan oleh Anderson (2010) tentang model partisipasi politik 

menunjukkan terdapat tiga faktor yang mempengaruhi, yaitu : efikasi politik internal (internal 

political efficacy) , kepercayaan personal (personal trust), dan sense of community. Pada model 

ini dijelaskan bahwa sense of community memiliki pengaruh langsung terhadap partisipasi politik 

atau melalui efikasi politik internal atau melalui kepercayaan personal, sedangkan efikasi politik 

internal dan kepercayaan personal berperan secara langsung terhadap partisipasi politik. 

4. Faktor lingkungan 

Peranan faktor lingkungan terhadap partisipasi politik khususnya faktor orang tua dan 

sekolah diungkap oleh Chansilp (1994). Hasil studinya menunjukkan bahwa keterlibatan aktivitas 

orang tua dalam kegiatan politik dan organisasi turut menyumbang pada tingkat partisipasi politik 

anak setelah masa dewasa awal. Demikian pula, keterlibatan remaja dalam kegiatan-kegiatan di 

sekolah juga mempengaruhi terhadap partisipasi politik pada dewasa awal. 

5. Teknologi 

Perkembangan teknologi internet telah mengubah cara manusia berinteraksi, 

pembicaraan warga negara secara online atau ekspresi politik dapat menjadi prediktor partisipasi 

politik baik secara online maupun offline. Penggunaan chatroom dan komunikasi berbasis 

internet memiliki potensi yang besar untuk pengayaan proses demokrasi dan meningkatkan 

partisipasi. Sebagai contoh adalah pengguna media sosial untuk tujuan politik di AS dan Non-AS 

memiliki pengaruh yang signifikan pada partisipai politik offline seperti keterlibatan politik dalam 

sebuah kegiatan politik, kecenderungan dan perilaku voting (Scheufele & Nisbet,2002; Bode, dkk 

dalam Yang & DeHart, 2016) 

6. Sosialisasi 
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Menurut Herbert Hyman (dalam Merelman, 1972) sosialisasi politik adalah salah satu 

segi dari struktur sosial. Sosialisasi politik adalah sesuatu hal yang sangat penting sekali dalam 

masyarakat karena ini sebagai cara dimana nilai-nilai politik dapat tetap terpelihara dari generasi 

ke generasi.  

Menurut  Hyman terdapat dua fondasi utama dalam sosialisasi, yaitu : 1)  sosialisasi 

harus diyakini sebagai proses dimana institusi menanamkan nilai-nilai politik dari pada sekedar 

proses belajar dimana masing-masing individu mengembangkan orientasi politiknya sendiri-

sendiri; 2) hal ini karena institusi sosial dan agen-agennya berubah lebih lambat dari pada 

perubahan secara individual, sosialisasi politik adalah sebuah keharusan sebagai pengendali 

atas perubahan politik. Dengan kata lain, sifat mudah terpengaruhnya anak-anak dan institusi 

sosial yang relatif stabil menjadikan sosialisasi politik sebagai pemelihara kekuatan politik 

(Merelman, 1972). 

Sosial media, Kepercayaan (trust), dan Partisipasi Politik 

Sejak dikenalkan internet sebagai media yang dapat digunakan untuk publikasi masa 

dan menyediakan fasilitas untuk melakukan komunikasi yang interaktif, maka internet memberi 

kesempatan kepada warga negara untuk menyuarakan aspirasi politiknya. Internet menyediakan 

kesempatan bagi keterikatan politik (political engagement) yang tidak tersedia pada masa 

sebelumnya. Terkait dengan tingkat keterikatan politik, bahwa internet meningkatkan bentuk 

partisipasi politik yang berbentuk offline maupun online (Oser et al, 2013). 

Hasil studi Bode, dkk (dalam Yang & DeHart, 2016) menunjukkan bahwa pembicaraan 

warga negara secara online atau ekspresi politik dapat menjadi prediktor partisipasi politik baik 

secara online maupun offline. Sebagai contoh adalah pengguna media sosial untuk tujuan politik 

di AS dan Non-AS memiliki pengaruh yang signifikan pada partisipai politik offline seperti 

keterlibatan politik dalam sebuah kegiatan politik, kecenderungan dan perilaku voting.   

Penggunaan chatroom dan komunikasi berbasis internet memiliki potensi yang besar 

untuk pengayaan proses demokrasi dan meningkatkan partisipasi (Scheufele & Nisbet,2002). 

Menurut Eveland & Scheufele (2000), bahwa dalam beberapa kesempatan mengakses 

berbagai media berita justru memiliki korelasi negatif terhadap perilaku berpolitik, hal ini karena 

mereka justru sering mendapatkan berita atau informasi tentang praktik-praktik demokrasi  yang 

tidak sesuai dengan yang seharusnya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa informasi yang diperoleh 

juga dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah atau pihak-pihak yang terkait. 

Kepercayaan (trust) merupakan bagian dari sosial kapital yang dapat menguatkan 

kemampuan warga negara untuk menyelesaikan masalah-masalah bersama (collective 

problems) secara efisien, serta meningkatkan ikatan sosial. 

Berdasarkan dinamika di atas, maka peneliti mengusulkan sebuah model sebagai berikut 

: 

 
Gambar  1 

Model partisipasi politik yang diusulkan 

 

Media Sosial Partisipasi

z2

1

Trust

z1

1
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Hipotesis yang diajukan adalah model partisipasi politik yang diajukan mendapat dukungan dari 

data lapangan. 

 

Metode 

Variabel penelitian yang diungkap pada penelitian ini adalah : Penggunaan media sosial, 

trust , dan partisipasi politik. Subjek penelitian adalah mahasiswa pemilih pemula yang telah 

berhak memberikan hak politik,  yang berdomisili di Yogyakarta. Jumlah subyek penelitian 

sebanyak 150 mahasiswa. Lokasi penelitian adalah di Yogyakarta. 

Pengukuran variabel-variabel penelitian adalah sebagai berikut : Partisipasi politik 

diungkap menggunakan pertanyaan yang mengungkap partisipasi politik yang bersifat online dan 

offline. Penggunaan media sosial diungkap menggunakan skala penggunaan media sosial dan 

kepercayaan diungkap menggunakan skala kepercayaan. 

 

Hasil 

Hasil uji model partisipasi politik  sebagaimana yang telah diusulkan sebelumnya untuk 

mendapatkan nilai chi square (²) minimum dan nilai p yang maksimum dengan harapan diperoleh 

model yang fit (tidak berbeda dengan data dilapangan). Akhirnya diperoleh model sebagaimana 

tertera pada gambar 1 berikut.: 

 

 
Gambar  2 

Model partisipasi politik  

 

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan Amos 16.0.0, diperoleh:  χ²  = 1.749 (p > 0,05); 

GFI =0,992; RMSEA = 0,071. Parameter tersebut menunjukkan bahwa model tersebut fit. 

 

Diskusi 

Berdasarkan model yang diperoleh tersebut di atas, variable media sosial memberikan 

sumbangan positif terhadap variabel kepercayaan. Penggunaan blog, situs jaringan sosial untuk 

berkomunikasi secara online dan ekspresi komunikatif (Ellison et al., 2007; Walther et al., 2009),  

dapat membentuk sikap dan meningkatkan pengetahuan terkait hal yang dibicarakan (Huckfeldt 

and Sprague, 1995). Menurut Eveland Scheufele (2000), bahwa dalam beberapa kesempatan 

mengakses berbagai media berita dapat memiliki korelasi negatif terhadap perilaku berpolitik, 

hal ini karena mereka justru sering mendapatkan berita atau informasi tentang praktik-praktik 

demokrasi  yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa informasi 
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yang diperoleh juga dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah atau pihak-pihak 

yang terkait. 

Variabel kepercayaan memberi sumbangan positif terhadap partisipasi politik. Menurut 

Farrel & Peterson (1982) variabel kepercayaan (trust) berperanan positif dalam meningkatkan 

partisipasi politik. Variabel media sosial tidak memberikan sumbangan secara langsung terhadap 

partisipasi politik. Variabel media sosial memiliki sumbangan terhadap partisipasi politik melalui 

variabel kepercayaan (trust). Beberapa riset sebelumnya menunjukkan penggunaan media 

berpengaruh secara tidak langsung  terhadap partisipasi warga negara melalui variabel mediator 

seperti political political efficacy (e.g., Jung et al., 2011; Shah et al., 2005).  

 

Kesimpulan 

Model partisipasi politik yang sesuai dengan kondisi dilapangan adalah model yang 

menjelaskan  bahwa variabel penggunaan media sosial memiliki peranan terhadap partisipasi 

politik melalui variabel kepercayaan (trust) sebagai variabel mediator. Sedangkan variabel 

kepercayaan (trust) memiliki peranan langsung terhadap partisipasi politik. 
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